
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,  transparan,  dan akuntabel  serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Junjungan Sirait, S.ST, M.Ak. 

Jabatan : Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Aswin Diapari Lubis, S.H.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini,  dalam rangka mencapai  target  kinerja jangka menengah seperti  yang telah ditetapkan dalam

dokumen  perencanaan.  Keberhasilan  dan  kegagalan  pencapian  target  kinerja  tersebut  menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi  terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

                                                                                 Medan, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

${ttd2}

M. Aswin Diapari Lubis, S.H.

Pihak Pertama,

${ttd1}

     Rudi Junjungan Sirait, S.ST, M.Ak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

No. Sasaran Indikator Kinerja
Target
2026

1.
 

Meningkatnya  kualitas  instrument  dan  kegiatan
Pencegahan  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu
Kabupaten/Kota

Persentase  penyusunan  instrument  pencegahan
yang  relevan  di  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu
Kabupaten/Kota

75%

2. Meningkatnya  pemahaman  pengguna  layanan
terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Persentase  peningkatan  pemahaman  pengguna
layanan  terhadap  penyelesaian  sengketa  proses
Pemilu  di  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu
Kabupaten/Kota

5%

3. Meningkatnya kompetensi pegawai yang 
profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan
SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 
Bawaslu Kabupaten/Kota

Persentase  ASN  yang  mengikuti  pendidikan  dan
pelatihan  bersertifikasi  sesuai  dengan  jabatan  di
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

80%

Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif,
transparan,  dan  terukur  di  Bawaslu  Provinsi  dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

80%

Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian
(usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi
jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian
lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

80%

4. Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap
regulasi  Bawaslu  oleh  Bawaslu  Provinsi,  dan
Kabupaten/Kota

Persentase  evaluasi  dan  rekomendasi  terhadap
regulasi  Bawaslu  oleh  Bawaslu  Provinsi  dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

80%

5. Meningkatkan  kualitas  Pengelolaan  Layanan
Keuangan  dan  BMN  yang  handal  di  Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Persentase  penyelesaian  Pengelolaan
Perbendaharaan,  Verifikasi  dan  Pelaksanaan
Anggaran,  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan,
Pengelolaan  Keuangan  di  Bawaslu  Provinsi,  dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

80%

Persentase  penyelesaian  pembayaran  gaji  dan
tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

100%

Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi
Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

100%

6. Meningkatnya  pemanfaatan  sistem  pengadaan
dan  kualifikasi  dan  kompetensi  SDM  Pengelola
barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

Persentase  pengadaan  barang  dan  jasa  yang
berbasis e-katalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota

70%

Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang
tersertifikasi  barang/jasa  di  Bawaslu  Provinsi  dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

80%

7. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu,
Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota,
penyelesaian tindak lanjut  hasil  Evaluasi  SAKIP,
dan  meningkatnya  digitalisasi  arsip  di Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Persentase  pencapaian  output  pada  level  RO  di
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

80%

8. Terpenuhinya  pengisian  Indikator  RB  pada  unit
kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang
memenuhi  Kriteria  WBK  di  Bawaslu  dan
penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

Persentase  penyediaan  data  dukung  pengisian
Indikator  RB  di  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu
Kabupaten/Kota

80%

9. Meningkatnya  layanan  Pusdatin  terhadap  unit
kerja lainnya di  Bawaslu, Bawaslu Provinsi,  dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

Persentase  layanan  data  dan  informasi  yang
diberikan  di  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu
Kabupaten/Kota

50%

10. Meningkatkan  layanan  peliputan,  pendokument
asian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan serta

Persentase layanan peliputan, pendokumentasian,
dan  pemberitaan  kegiatan  kepemiluan  yang

85%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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penataan dan pengelolaan kehumasan, website,
dan media massa yang transparan dan akuntabel
di  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu
Kabupaten/Kota

transparan dan akuntabel di Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota
Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan,
website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

85%

Program Anggaran

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp.                               0

2. Dukungan Manajemen Rp.        73.485.105.000

TOTAL Rp.        73.485.105.000

Medan, 2 Januari 2026
Pihak Kedua,

${ttd2}

M. Aswin Diapari Lubis, S.H.

Pihak Pertama,

${ttd1}

Rudi Junjungan Sirait, S.ST, M.Ak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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